BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    28    TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan dn Organisasi Badan Kesejahteraan keluarga Kabupaten Bantul. Dan untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna pelaksanaan tugas Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fubfsi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul.



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;  

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;



	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  KABUPATEN BANTUL.



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Badan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;

6. Unit Kerja adalah unit kerja di Lingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat
Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dan melaksanakan urusan kesekretariatan Badan.
Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan urusan umum;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan urusan sarana dan perlengkapan;

d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
Pasal 4
Sekretariat Badan terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub Bagian keuangan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan sarana.
Bagian Kedua
Bodang Supervisi
Pasal 6

Bidang Supervisi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian pengelolaan program Badan..

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bidang Supervisi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pengelolaan program Badan ;

b. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan program Badan;

c. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana program Badan.
Pasal 8

Bidang Supervisi terdiri dari :
a. Sub Bidang Supervisi Program;

b. Sub Bidang Supervisi Keuangan dan Sarana.

Pasal 9
(1) Sub Bidang Supervisi Program mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian pengelolaan program Badan.

(2) Sub Bidang Supervisi Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian keuangan, sarana dan prasarana program Badan.
Bagian Ketiga
Bidang Penyusunan dan Penilaian Program
Pasal 10

Bidang Penyusunan dan Penilaian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program Badan .
Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penyusunan dan Penilaian Program mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan anggaran Badan;

b. Pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan program Badan;
c. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan penyebarluasan informasi program Badan.

Pasal 12

Bidang Penyusunan dan Penilaian Program terdiri dari :
a. Sub Bidang Penyiapan Program dan Anggaran;

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan;

c. Sub Bidang Evaluasi dan Penyebarluasan Informasi.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Penyiapan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan anggaran Badan.
(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun laporan program Badan.
(3) Sub Bidang Evaluasi dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dn menyebarluaskan informasi program Badan.
Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan, pengelolaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

b. pelaksanaan advokasi dan konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

c. pemberian layanan kontrasepsi program Keluarga Berencana;

d. peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 16
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :

a. Sub Bidang Advokasi Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

c. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 17
(1) Sub Bidang Advokasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan urusan advokasi dan konseling program keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga;

(2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kontrasepsi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

(3) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 18

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18, Bidang keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. pengurusan penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi keluarga;

b. pengurusan penyelenggaraan program pengembangan ketahanan keluarga;

c. pengurusan penyelenggaraan program peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

d. penyiapan pengelolaan pembangunan keluarga sejahtera dan operasional kebijakan kependudukan.
Pasal 20

Bidang keluarga Sejahtera terdiri dari :

a. Sub Bidang pembinaan Ketahanan Keluarga;
b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
c. Sub Bidang Operasional Kependudukan.
Pasal 21

(1) Sub Bidang pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pengembangan ketahanan keluarga.
(2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
(3) Sub Bidang Operasional Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikanprogram peningkatan kualitas keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.
Bagian Keenam

Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus membantu Kepala Badan dalam bidang tertentu sesuai keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri daris ejumlah pejabat dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbgai kelompok sesuai keahliannya;

(3) Jumlah Pejabat dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukanberdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
URAIAN TUGAS
Pasal 23

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini akan diadakan penyesuaian.
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 4 Oktober 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Tanggal 1 Desember           2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR  39 TAHUN 2006
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